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BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

langsung maupun tidak langsung dan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik

yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk

memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada

dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau

penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan

beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang

berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktivitas seseorang,

sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk

memenuhi kebutuhan (Pasolong, 2016:128). Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, 1) perihal atau cara melayani, 2) usaha

melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), 3) kemudahan

yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara

tidak langsung melalui aktivitas orang lain.

Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan

anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk

11



12

mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses

pemenuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan

pelayanan (Moenir, 2015:16) Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan bahwa

pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan

pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga

perusahaan.

Budi Rusli (dalam Sinambela, 2006: 3) berpendapat bahwa selama hidupnya

manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan Life

Cycle Theory Of Leadrship (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi)

pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan

yang dibutuhkan akan semakin menurun. Istilah “publik” diartikan sebagai “umum,

orang banyak, masyarakat, dan negara”. Akan tetapi. Secara soaiologi, istilah publik

tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Secara sosiologi masyarakat diartikan

sebagai sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang hidup dan tinggal secara

bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama.

Sementara itu publik adalah kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat,

atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu (Syafri

2012:14).

Menurut Lowell J. Car (dalam Syafri, 2012:15) istilah publik berasal dari

perkumpulan yang terbentuk berdasarkan jarak komunikasi. Ada dua macam

pengertian publik : 1) publik komunikasi, 2) kelompok kepentingan. Publik

komunikasi adalah setiap orang yang melakukan komunikasi atau memanfaatkan
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suatu alat/media seperti radio, televisi, surat kabar atau majalah, dan lain-lainuntuk

suatu kepentingan bersama. Sementara itu publik interest adalah setiap orang yang

mempunyai kepentingan yang sama atau bersama dan dilayani oleh media apapun.

Hayat (2017:22) sementara itu dalam konteks pelayanan publik adalah

melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik

adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh

masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi

suatu sistem yang dibagun dalam pemerintah untuk memenuhi unsur kepentingan

rakyat, pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga

negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian

dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan

terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut.

Menurut Sinambela (dalam Pasolong, 2016: 128) pelayanan publik adalah

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara

fisik.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun

2003 dijelaskan bahwa Pelayanan Umum adalah Segala bentuk pelayanan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa,

baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut

dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa dan atau pelayananan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Kepmen PAN

Nomor 25 tahun 2004 bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dengan demikian, pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah menjadi suatu perkembangan yang

sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan

indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam hardiyansyah,

2011:15). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Masyarakat makin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk

melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.



15

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Menjelaskan prinsip-prinsip

pelayanan sebagai berikut: Kesederhanaan yaitu, tidak berbelit-belit mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan. Kejelasan, dalam hal ini persyaratan teknis dan

administratif, unit bekerja/pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa. Selain itu kejelasan

dalam rincian dan cara ditentukan. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akurasi, Produk dapat

diterima dengan benar, tepat dan sah. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan

pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian persoalan. Kelengkapan sarana prasarana, Tersedianya

sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk teknologi, telekomunikasi, dan informatika. Kemudahan akses, Tempat dan

lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau masyarakat.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberian pelayanan harus bersikap

disiplin, sopan, dan santun, ramah serta memberikan pelayananyang ikhlas.

Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib,teratur disediakan ruang tunggu

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta fasilitas seperti

parkir, toilet tempat ibadah dll.

Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang

menerima pelayanan. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas

diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik

atau buruknya pelayanan publik (Hayat, 2017: 52). Tujuan utama pelayanan publik



16

adalah untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh

pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Karna itu, penyedia layanan harus

mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian

memberikan layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut

(Dwiyanto, 2008:149)

Adapun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan

bahwa tujuan undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publikyang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan menurut KEMENPAN No 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum

penyelenggaraan pelayanan publik, tujuan ialah untuk mendorong terwujudnya

penyelenggaraan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan

baik pemberi maupun penerima pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan hendaknya dimiliki dan dipublikasikan oleh setiap penyelenggara

pelayanan publik, hal ini dimaksudkan agar jaminan akan adanya kepastian bagi
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penerima pelayanan terpenuhi. Seperti yang disebutkan diatas, hendaknya standar

pelayanan publik wajib dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini

dimaksudkan agar terjaminnya kualitas pemberian pelayanan publik oleh para

penyedia pelayanan publik sehingga masyarakat sebagai penerima pelayanan

merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan yang diberikan. Tanpa adanya

suatu standar pelayanan publik akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut

expectation gap atau kesenjangan harapan yaitu pelayanan yang di berikan jauh dari

harapan publik.

Menurut Mediya Lukman (2013:181) beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah dalam menyusun standar pelayanan

mininal adalah sebagai berikut :

a. Fokus pada layanan (Specific), yaitu pelayanan harus menunjang terwujudnya

tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah

b. Dapat diukur (Measurable), yaitu pelayanan yang diberikan bisa dinilai

dengan standar yang telah di tetapkan

c. Dapat dicapai (Attainable), yang merupakan kegiatan nyata dan dapat

dihitung pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dantingkat

pemanfaatannya

d. Relevan dan dapat diandalkan (Reliable), yaitu pelayanan merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan

fungsi Badan Layanan Umum Daerah
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e. Tepat Waktu (Timely), yaitu kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah

ditetapkan

Standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah bertindak bagi

institusi penyedia pelayanan publik. Standar pelayanan publik mempunyai fungsi

yang cukup besar. Adanya standar pelayanan, instansi penyedia pelayanan akan lebih

mudah untuk menentukan strategi dan prioritas. Bagi pemerintah sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan publik, penetapan standar pelayanan

publik untuk menjamin dilakukan akuntabilitas pelayanan publik sangat penting.

Standar pelayanan juga dapat digunakan sebagai salah satudasar untuk menghitung

besarnya subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan publik

tertentu.

Selain itu ada pula hal-hal yang harus diatur dalam standar pelayanan publik

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 20 :

1. Penyelenggaraan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraa, kebutuhan masyarakat

dan kondisi lingkungan.

2. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penyelennggaraan wajib mengikut sertakan masyarakat dan

pihak terkait.

3. Penyelenggaraan berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),
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4. Pengikut sertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan

jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta

memperhatikan keberagaman,

5. Penyusunan standar pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam

peraturan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap penyelenggaraan

pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya

kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima

pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman

yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi

pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta

sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja

penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar

pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan

serta memperhatikan lingkungan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya

meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk

pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kualitas
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pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan

menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan

publik menjadi indiktor keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas

pelayanan yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan

kualitas sumber daya manusia yang Profesional dan bertanggung jawab serta

kompeten (Hayat, 2017:69)

Menurut Sinambela (2016:6) secara teoritis pelayanan publik pada dasarnya

adalah memuaskan msyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas

pelayanan prima yang tercermin dari : (1) Transparansi, yakni pelayanan yang

bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memdai serta mudah dimengerti; (2) Akuntabilitas, yakni

pelayanan yang dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; (3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip

efesiensi dan efektifitas; (4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  publik dengan memperhatikan

aspiasi, kebutuhan, dan harapan msayarakat; (5) Keseimbangan hak, yaitu pelayanan

yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras,

agama, golongan, status sosial dan lain-lain; (6) Keseimbangan hak dan kewajiban,

yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan

penerima pelayanan publik.



21

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Banyak

akademis yang mengidentikkan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa

(pelayanan).

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan

komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan

hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam

agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variabel dimaksud

adalah (Sinambela, dkk 2006:8): a) Pemerintahan yang bertugas melayani; b)

Masyarakat yang dilayani pemerintah; c) Kebijaksanaan yang dijadikan landasan

pelayanan publik; d) Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; e) Resources

yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; f) Kualitas pelayanan

yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat;

g) Manajemen dan kepeminpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan h)

Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing

telah menjalankan fungsi mereka.

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut kamus besar bahasa

Indonesia, kualitas berarti: 1) tingkat baik buruknya sesuatu, 2) derajat atau taraf

(kepandaian, kecakapan, dsb), atau mutu. Pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono

(dalam Hardiyansyah, 2011:40) adalah: 1) kesesuaian dengan persyaratan, 2)

kecocokan untuk pemakaian, 3) perbaikan berkelanjutan, 4) bebas dari

kerusakan/cacat, 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, 6)
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melakukan segala sesuatu secara benar, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan

pelanggan. Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui prilaku konsumen

(consumer behavior), yaitu sesuatu prilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan

yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kualitaas pelayanan publik

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasanya ditentukan pada saat terjadinya

pemberian pelayanan publik tersebut.

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relative abstrak,

kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu

hal terhadap persyaratan atau spesifikasi. Bila persyaratan atau spesifikasii terpenuhi

berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika

persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1998) dan Kepmenpan No. 81 Tahun

1995 membuat beberapa kriteria pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari

indikator-indikatornya, antara lain meliputi: prosedur, kejelasan dan kepastian,

keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu

dan kriteria kuantitatif. Selanjutnya Kumorotomo (dalam Hardiyansyah, 2011: 50)

menyatakan bahwa kualitas pelayanan public terdiri atas 4 dimensi, yaitu dimensi

efesiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap. Masing-masing dimensi terdiri atas

beberapa indikator. Untuk dimensi efesiensi, indikatornya adalah: keberhasilan

organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi
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serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Untuk dimensi efktivitas,

indikatornya adalah: apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik itu

tercapai; hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan

organisasi, serta fungsi sebagai agen pembangunan. Untuk dimensi keadilan,

indikatornya adalah: distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh

organisasi pelayanan public, dan untuk dimensi daya tanggap, indikatornya adalah:

daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Gespersz (dalam Hardiyansyah, 2011: 51) Gespesz menyebutkan

adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan

kualitas pelayanan, yaitu:

a. Ketepatan waktu pelayanan

b. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

d. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun

penanganan keluhan

e. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung

f. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan

g. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi

h. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan flesibiliti/ penanganan permintaan

khusus

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang,

kemudahan dan informasi
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j. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan lingkungan,

AC, fassilitas ruang tunggu, fasilitasmusik atau TV, dan sebagainya.

Selanjutnya, Lovelock (dalam Hardiyansyah, 2011: 52) mengemukakan lima

prinsip yang harus diperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan public, yaitu

meliputi: 1) Tangible (Terjamah) seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan

komunitas material; 2) Realiable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang

dijanjikan dapat tepat dan memiliki keajengan; 3) Responsiveness. rasa tanggung

jawab terhadap mutu pelayanan; 4) Assurance (jaminan), pengetahuan, prilaku dan

kemampuan pegawai; 5) Empaty, perhatian perorangan pada pelanggan. Menurut

Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah, Kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi,

yaitu: Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan),

Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati).

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry (dalam Pasolong, 2016: 135), untuk

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada

indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi  kualitas

pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual/tersebut,

yaitu:

1. Tangibles (bukti fisik): kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

2. Reliability (kepercayaan): kemampuan dan keandalan untuk menyediakan

pelayanan yang terpercaya.
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3. Responsiveness (daya tanggap): kesanggupan untuk membantu dan

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap

keinginan konsumen.

4. Assurance (jaminan): kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai

dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

5. Emphaty (empati): sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap

konsumen.

Dimensi  atau ukuran kualitas pelayanan dikemukakan oleh Fandy Tjiptono

(dalam Hardiyansyah, 2011:53) yang terdiri dari lima dimensi:

1. Bukti langsung (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan

sarana komunikasi

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan

3. Daya tangkap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu

para pelanggan dan memberi pelayanan dengan tanggap

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggaan.

Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan.

Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang

diberikan. Kualitas pelayanan yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang

diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga

mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional dan

bertanggung jawab serta kompeten.

Jika kualitas pelayanan publik baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerja

pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan juga maksimal. Kualitas kinerja

ditentukan sejauh mana ia memberi pelayanan kepada masyarakat. kualitas kinerja

bergerak seiring dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan

yang disertai dengan prilaku dan sikap yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan

etika pelayanan, serta mempunyai tanggungjawab dan professional yang tinggi dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Hayat, 2017:70).

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum, senantiasa harus selalu ditingkatkan

kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Akan tetapi

kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik

bukanlah sesuatu yang mudah banyaknya jenis pelayanan umum dengan macam-

macam persoalan dan penyebab yang sangat bervariasi antara satu dengan yang

lainnya.

Menurut Sinambela (2014: 6) Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada

dasarnya adalah memuaskan massyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
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1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta

mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi

dan efektivitas;

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat;

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukandiskriminasi dilihat dari

aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-

lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertim-bangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik.

Untuk menyediakan pelayanan kualitas, selayaknya model pelayanan MMT

(total quality management) perlu diterapkan pada berbagai lembaga pemerintah,

meskipun konsepnya belum dapat diterapkan secara keseluruhan, tetapi dapat

dikondisikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki lembaga pemerintahan.

Bagaimanapun MMT merupakan komitmen terpadu yang penuh dedikasi terhadap
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kualitas melalui penyempurnaan proses berkelanjutan oleh semua anggota organisasi.

Ia bekerja berdasarkan fakta dan data, tetapi fakta ddan data itu haruslah yang benar

bukan buat-buat untuk memenuhi persyaratan tertentu (Sinambela, 2014:44)

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suatu Kualitas Pelayanan

Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang penting,

diantaranya faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam

pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor

organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan berjalannya

mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan

hidup minimum, faktor keterampilan, petugas dan faktor sarana dalam pelaksanaan

tugas pelayanan H.A.S Moenir (2015:88). Keenam faktor ini masing-masing

memiliki peranan berbeda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan

mewujudkan pelaksanaan pelayanan tulisan ataupun pelayanan dalam bentuk

gerakan/tindakan dengan atau tanpa peralatan.

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu merupakan

titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan,

ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Dengan

demikian kesadaran adalah hasil dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan

waktu yang cukup lama dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi.

Proses tumbuhnya kesadaran berada pada setiap orang baik dalam hal

kecepatan maupun dalam hal kualitas. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir,
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penggunaan rasa-perasaan, pertimbangan dan pembandingan. Seringkali seseorang

jika ditinjau dari segi kemampuan berfikir , merenungkan sesuatu,

mempertimbangkan dan membandingkan tidak diragukan, pasti mampu, namun

dalam proses menuju pada kesadaran tidak juga kelihatan hasilnya.

Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan

kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak

dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugaas, baik tertulis

maupun tidak tertulis, mengingat semua orang dalam organisasi kerja. Dengan

adanya kesadara pada pegawai diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh

keikhlasan, kesungguhan dan disiplin.

2. Faktor aturan

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.

Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat

dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Oleh karena

peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya

aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga ddapat mencapai sasaran sesuai

dengan maksudnya.

Setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung

kepada orang, maka masalah manusia serta masalah kemanusiaannya harus menjadi

pertimbangan utama. Pertimbangan harus diarahkan kepada manusia sebagai subyek

aturan, artinya mereka yang membuat, menjalankan dan mengawasi setiap aturan itu,

maupun manusia sebagai obyek aturan, yaitu mereka yang akan dikenai oleh aturan
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itu. Pertimbangan pertama manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepada hal-hal

yang penting yaitu: a) Kewenangan, b) Pengetahuan dan pengalaman, c) kemampuan

bahasa, d) pemahaman oleh pelaksana, e) disiplin dalam pelaksanaan.

3. Faktor Organisasi

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada

umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran

pelyanannya ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan

kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi disini tidak semata-mata dalam

perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan

mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

Organisasi pelayanan yang dimaksud disini ialah mengorganisir fungsi

pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan

dalam mutu dan kelancaran pelayanan. Seperti sudah dikemukakan bahwa sarana

pendukung mekanisme kerja didalam organisasi ialah: a) system, b) prosedur dan c)

metode.

4. Faktor pendapatan

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga

atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam

bentuk uang, natura,  maupun fasilitaas, dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya

pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun

keluarga. Namun hal itu dalam masyarakat yang berteknologi maju, dimana

kebutuhan hidup makin meningkat tidak hanya dalam jenis tetapi juga dalam hal
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kegunaan, pendapatan seseorang tidak lagi dapat menjangkau kebutuhannya bersama

keluarga.

5. Faktor Kemampuan-Keterampilan

Kemampuan berasal dari kata mampuyang dalam hubungan dengan

tugasa/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan

sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata jadian

kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau

keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas /pekerjaan atas dasar ketentuan-

ketentuan yang ada.

Selanjutnya mengenai keterampilan ialah kemamuan melaksanakan

tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang

tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak

menggunkan unsur anggota badan daripada unsur lain.

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan

tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua

pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat.

6. Faktor Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan,

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu

dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan

orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana

pelayanan tersebut antara lain: a) mempercepat proses pekerjaan, sehingga dapat
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menghemat waktu, b) meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa, c) kualitas

produk yang lebih baik/terjamin, d) ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin,

e) lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya, f) menimbulkan rasa

kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, g) menimbulkan perasaan puas

pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional

mereka.  Oleh karena itu peranan sarana pelayanan sangat penting di samping sudah

tentu peraturan unsur manusianya sendiri.

Mohammad dalam Suryokusumo (2008: 23), menyatakan bahwa terdapat

beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai pelayanan yang berkualitas, yaitu

kurang responsive, kurang informative, kurang accessible, birokratis, kurang

koordinasai, kurang mau mendengar keluhan. Sementara itu, Taufiq Effendi (2008:

55-70), menyatakan bahwa faktor yang menghambat pelayanan berkualitas, terdiri

atas SDM, manajemen, standar pelayanan, kebijakan public, dan partisipasi

masyarakat.

2.3 Akta Kelahiran

Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri

dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas

seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini

terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika

seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan
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menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan

masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar

kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh

kembang anak.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak berbunyi: Negara-negara peserta akan

menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang

dari setiap anak dalam jurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun

tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan

pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan,

ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau

pengaruhnya yang sah. Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

meliputi:

a. Nondiskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan

Anak, Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana
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pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran

anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

Hak atas akta kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak

pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya.

Meskipun disejumlah Negara maju lebih dikedepankan sisi pencatatannya karena

sudah menerapkan data elektronik online terpusat, namun untuk memastikan

kekuatan hukumnya secara timbal balik pada Negara dan individu bersangkutan,

maka identitas anak perlu dituangkan dalam bentuk fisik berupa akta kelahiran,

sebagai bukti yuridis pengakuan Negara atas keberadaannya dimuka bumi ini.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang

sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya.

Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menelaah “sebagian kecil” ayat al-Qur’an

dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada sesama. Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan

batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
(QS. al-Maidah : 2).

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong

didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang sebaliknya.

Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan
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“Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan

kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan diatas.

مٍ لِّلْعَبیِدِ  مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَنِفَْسِھِ وَمَنْ أسََاء فعََلیَْھاَ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka (pahalanya) untuk
dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas
dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menganiaya hamba-hamba
(Nya)”.(Qs. Fushilat:46)

Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar

berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau

menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman

seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat

Jabir bin Abdillah :

(( ((خیر الناس أنفعھم للناس 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah

hadits yang berbunyi :

“Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin
didunia maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat.
Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang
mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan
akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah
akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa
membantu hamba-Nya selama dia mau membantu saudaranya.”
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Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan

seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi untuk

memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi, berbagi ilmu,

bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan masih banyak lagi.

Dan yang juga perlu kita tegaskan disini bahwa hadits ini melarang kita untuk

mengumbar “aurat (kejelekan)” orang lain, karena konsekwensi mengumbar “aurat”

orang lain adalah Allah akan membuka “aurat” kita dihadapan makhluknya.

Hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” diberikan

kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan

oleh sahabat Anas bin Malik RA :

(( ((لا یؤُمِنُ أحدُكم حتى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفَْسِھ 

“Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya
seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhori).

Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan

diri anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani

dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka aplikasikan keinginan anda

tersebut ketika anda melayani orang lain.

Hadits berikutnya adalah tentang pentingnya tersenyum. Senyum menjadi

sambutan yang paling hangat dibandingkan apapun, bahkan tak jarang senyum

menjadikan interaksi lebih akrab. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada kita

dalam salah satu hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar al-Ghifari :
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(( ((تبسمك في وجھ أخیك صدقة 

“Tersenyum dihadapan saudaramu adalah sedekah”.

Kesimpulannya adalah jika kita mau menelaah lebih jauh ajaran Islam kita akan

banyak banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang digalakkan

diberbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini bukan merupakan sesuatu

yang sulit untuk diterapkan, yang dibutuhkan adalah rasa cinta kepada Allah dan

Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa diterapkan secara menyeluruh.

Praktek pelayanan pada masa khalifah islam Sebagai pengemban amanah, tentu

pada dirinya (jajaran birokrat) dituntut melaksanakannya sesuai visi, misi dan

program untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Bagi yang melalaikan,

mengabaikan dan menafikan kewajibannya tentu hal itu merupakan penghianatan,

penistaan dan pendzoliman terhadap umat. Terlebih-lebih dengan menerima imbalan

(diminta atau tidak) termasuk pungli dan gratifikasi dalam memberikan pelayanan

publik yang bukan haknya mengidikasikan jajaran birokrat masih bersikap “minta

dilayani” dan “bukan melayani”. Apabila didunia mereka lolos dari jerat hukum,

maka diyaumil kiyamah kelak tidak akan luput dari pertanggungan-jawabnya. pada

masa kekhalifahan umar bin khattab, beliau memperhatikan pentingnya tugas

pegawai sebagai pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoriter

kepemimpinan.

Menurut Imam al-Mawardi al-Bashri al-Syafi’i dalam kitabnya, “Adab al-

Dunya wa al-Dîn”, terdapat ada dua hal, yaitu agama dan dunia, yang keduanya

memiliki etika (adab) dan prinsip dasarnya sendir-sendiri dalam mengelolanya.
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Pelayanan publik termasuk dalam pengaturan duniawi. Ada enam prinsip dasar dalam

pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ideologi yang dianut, pemerintah yang kuat,

keadilan dan keamanan yang merata/universal, kemakmuran ekonomi, dan cita-cita

bersama yang luas (tidak sempit dan mempersempit).

Sikap dan prilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karna sesungguhnya

akhlak beliau telah mencerminkan Al qur’an dan Hadits. Rasulullah memiliki empat

sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh Para Birokrat. keempat sifat itu antara

lain yaitu : Siddiq yang artinya benar, Amanah yang artinya dapat dipercaya, Tabligh

artinya menyampaikan, dan Fathonah, yang  artinya bijaksana.

Demikian empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan  bagi siapa saja

yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat publik, apabila para birokrat

dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat terwujud pelayanan

publik yang bekualitas seperti apa yang diharapkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahan

penelitian. Pertama, judul “Peningkatan Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang“ peneliti Hanitasari

Susilowati, Hartuti Purnaweni, dan Nina Widowati Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro :

“Kualitas layanan akte kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Batang tidak baik sehingga dimensi berwujud, responsif dan reliabilitas tidak
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diterapkan secara optimal. Upaya perbaikan kepegawaian kependudukan dan
kepegawaian masih memiliki beberapa masalah, ada; kurang komitmen
karyawan, kurang partisipasi penduduk dalam menyelesaikan data administrasi
kependudukan.Ada beberapa rekomendasi yang diberikan (1) menciptakan citra
organisasi yang kuat, konsisten, dan responsif terhadap perubahan dan
kepedulian terhadap lingkungan; (2) melakukan pelatihan kepegawaian tentang
pekerjaan disiplin kepada seluruh karyawan; (3) meningkatkan sistem
keamanan lingkungan dan layanan keamanan data; (4) pemimpin memberikan
motivasi dan perhatian kepada karyawan; (5) membangun sistem pahala dan
hukuman; dan (6) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kelengkapan
administrasi kependudukan”.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini

dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rokan hilir dan yang

menjadi masalahnya dari segi petugasnya yang kurang baik dalam menjalankan peran

sebagai pelayanan publiik dan tidak melakukan prosedur yang baik dan hambatan

yang terdapat pada pembuatan akta kelahiran terdapat pada masyaraat yang tidak

membawa akta nikah dan masalah jaringan dalam penginputan data.

Kedua, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik (Studi tentang Pelayanan

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)  di Kota Depok)” Fahmi

Rezha, Siti Rochmah, Siswidiyanto  Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu

Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang :

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh
positif dalam kepuasan masyarakat 0,758 dengan tingkat signifikan 95%. Itu
berarti bahwa 75,8% kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan
perekaman data e-KTP di Depok dapat dipengaruhi oleh beberapa subvariabel
seperti bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati dan sisanya
24,2% adalah dipengaruhi oleh variabel independen lain yang belum
ditunjukkan dalam penelitian ini, yang paling berpengaruh dalam memuaskan
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masyarakat yang menerima layanan perekaman data eKTP adalah reliabilitas
dengan koefisien regresi sebesar 0.867”.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini

dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rokan hilir dan yang

menjadi masalahnya adalah pelayanan pembuatan akta kelahiran.

Ketiga, “Kualitas Pelayanan Publik dalam pembuatan akta kelahiran pada dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember” peneliti Yowan Anggi

Santoso, Inti Wasiati, Boedijono Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Jember (UNEJ).

“Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik
dalam akte akta kelahiran di Dinas Kependudukan danRegulasi Sipil,
Kabupaten Jember. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Itu peneliti menggunakan multi item scale yaitu sebagai
ServQual dalam analisis data. Hasil penelitian yang dilakukan Untuk 97
responden secara umum dapat disimpulkan sebagai Bagus. Berdasarkan hasil
perhitungan ServQual itu positif 6 (+6), yang berarti harapan masyarakat
selesai, empat dari 5 dimensi mendapat nilai positif (+), kecuali reliabilitas
dimensi mendapat nilai negatif (-) itu -11”.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini

dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rokan hilir dengan

pendekatan penelitian deskripti kualitatif

Keempat “Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” peneliti Nora Sembadra Mahardhika, Endang

Larasati Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro.
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“penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan akta
kealahiran dan untuk mempengaruhi faktor yang mempengaruhiya di
disdukcapil Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari
lima dimensi kualitas pelayanan, masih terdapat tiga tiga dimensi yang belum
berkualitas, yakni dimensi tangible, reliability, dan resvonsiveness. Dibuktikan
dengan sarana dan pasarana yang ada secara kuantitas masih kurang memadai
dan kurang dijaga, akta kelahiran belum terisolir dengan baik , respon petugas
dalam melayani masih kurang, dan kurangnya kesadaran pemohon akan hak-
haknya dan kurangnya sosialisasi bentuk media pengaduan yang tersedia

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini

dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rokan hilir dengan

pendekatan penelitian deskripti kualitatif dan hasil penelitian penulis sudah dikatakan

baik.

Kelima “Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon”. Peneliti Dwi Fitriana,

Santy, Margareta Suryaningsih Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Diponegoro.

“penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif sampel yang digunakan 44
responden yang merupakan masyarakat yang melakukan pemohon pembuat
akta kelahiran. analisis data digunakan adalah Uji Korelasi dan Konkordasi
Kendall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tinggi yaitu sebesar
34,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa ada hubungan yang
signifikan antara prosedur pelayanan dan  Kemampuan Pegawai Terhadap
Kualitas Pelayanan.

2.6 Defenisi Konsep

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan

kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu
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disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini

antara lain:

1. Tangibles (bukti langsung) :meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai

dan sarana dan komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian

bukti langsung/ wujud merupakan satu indikator yang paling kongkrit.

Wujudnya berupa segala fasilitas secara nyata dapat terlihat.

2. Reliability (kepercayaan) : merupakan kemampuan memberi pelayanan

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Menurut lovelock

reliability adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan

yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. keandalan dapat diartikan

mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji

pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan

kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian

pelayanan secara wajar dan akurat.

3. Responsiveness (daya tanggap) : yaitu sikap tanggap pegawai dalam

memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan

cepat kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari

petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini

merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan.

4. Assurance (jaminan) : mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan

sifat dapatdipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan

keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk
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masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi

akan dapat mengakibatkan  gangguan dalam struktur kehidupan yang

normal.

5. Emphaty (empati) : meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati

merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian

yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan

menempatkan dirinya pada posisi pelanggan

2.7 Konsep Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi aspek-aspek penelitian yang

akan diukur dalam penelitian ini, terdapat 5 aspek dalam penelitian ini sebagai

sesuatu yang dapat diukur dan diteliti.

Referensi Indikator Sub Indikator
Teori kualitas
pelayanan
dikemukakan
oleh Zeithaml
dkk dalam
Hardiyansah
(2011: 53)

1. Bukti
Langsung
(Tangible)

a. Ketersediaan jumlah pegawai dalam
pelayanan pembuatan akta kelahiran

b. Penampilan pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat

c. Kenyamanan tempat pelayanan akta
kelahiran

d. Ketersediaan peralatan yang memadai dalam
pembuatan akta kelahiran

e. Sarana informasi yang disediakan
2. Keandalan
(Reliability)

a. Kedisiplinan pegawai dalam proses
pelayanan

b. Memiliki Standar Pelayanan akta kelahiran
yang jelas

c. Kecermatan Pegawai dalam melayani
pengguna layanan

d. Adanya kerjasama di antara petugas dalam
melayani masyarakat
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e. Pegawai memeriksa berkas persyaratan akta
kelahiran secara teliti

3. Daya
tangkap
(Responsivee
ness)

a. Adanya kejelasan mengenai jadwal
pelayanan

b. Kecepatan penyelesaian akta kelahiran
c. Kemudahan tahapan dalam proses

pelayanan akta kelahiran
d. Kejelasan mengenai persyaratan

administrasi dalam pengurusan akta
kelahiran

4. Jaminan
(Assurance)

a. Pengetahuan pegawai layanan
b. Pegawai melayani dengan ramah dan sopan
c. Jaminan kepastian biaya pembuatan akta

kelahiran
d. Tanggung jawab pegawai pelayanan

5. Empati a. Merespon setiap pengguna layanan
b. Pegawai Melayani dan Menghargai Setiap

Pengguna Layanan
c. Pegawai melayani dengan tidak

diskriminatif (membeda-bedakan)
d. Kemudahan melakukan komunikasi

pegawai dengan masyarakat

Sumber: Teori Fandy Tjiptono dalam Hardiyansah (2011:53)

2.8 Kerangka Pemikiran

Bagi pemerintah apabila masyarakat mempunyai kemauan untuk mengurus

dokumen kependudukan diharapkan  akan membantu mempercepat terwujudnya

tertib administrasi di bidang kependudukan. Hal ini berarti administrasi tentang data-

data penduduk bisa tercatat termasuk perubahan perubahan data terkait dengan

peristiwa kependudukan.
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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